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A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya manusia tidak lepas dengan transaksi di da-
lam kehidupan sehari-harinya, selain itu manusia juga tidak lepas
dengan manusia lainnya. Oleh karenanya Allah SWT telah men-
jadikan manusia saling melengkapi satu sama lain, supaya mere-
ka bisa saling membantu atau tolong-menolong. Agama islam
mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-
menolong.

Salah satu wujud dari tolong menolong ini ialah bisa berupa
pemberian dan bisa juga pinjaman. salah satu pinjaman yang ser-
ing dilakukan oleh masyarakat ialah dengan cara menggadai, ka-
rena menurut mereka menggadai itu lebih mudah dibandingkan
dengan cara menghutang. Kata gadai bukanlah perihal yang aneh
bagi masyarakat, karena mereka tahu bahwasannya gadai ialah
salah satu praktek pinjaman dengan adanya barang jaminan yang
dibolehkahkan oleh Agama Islam.

Gadai ialah suatu bentuk perwujudan dari muamalah yang
di syari’atkan oleh Allah SWT.' Hukum gadai sudah dijelaskan di
dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 dan juga surat Al-Bagarah ayat
283, dalam surat al-Bagarah ayat 283 dijelaskan bahwasannya

untuk memperkuat perjanjian harus dilakukan dengan suatu tuli-

! Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020),
h. 161.



san dengan diadakannya saksi dua orang laki-laki atau seorang
laki-laki dan dua orang saksi perempuan.?

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari,
Nasa’l dan Ibnu Majah jelas menunjukkan bahwa akad gadai ada-
lah akad yang diperbolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah
SAW sendiri dimana beliau pernah menggadaikan baju besi-Nya
kepada orang yahudi ketika beliau mengutangkan gandum dari
seorang yahudi.’

Dalam melangsungkan praktek gadai kita harus memper-
hatikan rukun dan syarat gadai, menurut Jumhur Ulama rukun
gadai ada empat antara lain:

1. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin).
2. Sighat (lafadz ijab dan gabul).
3. Utang (al-marhun bih)

Adapun ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain) menurut

DSN-MUI yaitu:*

1) Utamg boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin
hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa
DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/1V/2000 tentang Kafalah
(Ketentuan Kedua, 4.c)

3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya

serta jangka waktunya;

2 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah. h. 161.

® Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah. h. 161.

* Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn, h. 5.



4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka
waktu pembayaran;

5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian
diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:

a. Mengenakan ta’widh dan ta;zir dalam hal rahn me-
langgar perjanjian atau terlambat menunaikan
kewajibannya;

b. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka
waktu pembayaran utang piutang.

4. Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun).

Syarat yang terkait orang yang berakad (ar-rahin dan al-
murtahin) harus cakap umur, yang telah baligh, berakal sehat dan
yang telah cakap dalam hukum islam maupun hukum positif.
Berdasarkan KHES Pasal 373 ayat 2 dan ayat 3, dalam akad
gadai terdapat 3 (tiga) akad pararel yaitu: gardh, rahn, dan ijarah.
Akad yang dimaksud di atas harus dinyatakan oleh para pihak
dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.”> Selain itu akad dalam
rahin harus jelas seperti halnya jelas waktunya agar tidak adanya
pihak yang merasa dirugikan, Jika ijab gabul diucapkan harus ada
jangka waktu tertentu sampai kapan kontrak berakhir, jika Mur-
tahin meminta penggunaan tanpa batas dari barang yang diga-
daikan untuk jangka waktu tertentu maka akad gadai batal, karena
syarat yang disyaratkan merupakan salah satu unsur ketidakjela-

san (tidak tahu, tidak jelas). Selain itu menurut KHES (Kompilasi

> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakar-
ta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 98.



Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 375 menjelaskan bahwasannya
akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murta-
hin.® Dalam buku Problematika Hukum Islam Kontemporer ka-
rangan Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, sebagaimana
dikutip oleh Anwar Hindi dan Siti Rahmah dalam jurnalnya yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah
Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali”
dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu
gadai itu berakhir dalam hukum Islam, tetapi Imam Malik menga-
takan bahwa manfaat telah disyaratkan ini waktunya harus diten-
tukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas wak-
tunya, maka menjadi tidak sah.’

Sedangkan syarat-syarat utang (al-marhun bih) utang itu
harus jelas dan dapat dilunasi dengan jaminan, selain itu utang itu
harus jelas waktunya. Menurut para ulama figih, syarat terakhir
yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan (al-
marhun) adalah; barang jaminan itu dapat dijual, sama nilainya
dengan utang, berharga, dapat digunakan, jelas, milik sah orang

yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan

®Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2011), h. 99.

"Anwar Hindi dan Siti Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan
Matakali”, dalam J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan So-
sial Budaya Islam, Vol. 4, No. 2 (November 2019) Fakultas Agama Islam
Universitas Al Asyariah Mandar, h. 11.



harta utuh dan boleh diserahkan baik materinya maupun
manfaatnya.®

Dapat diketahui bahwasannya hampir sama seluruh
masyarakat telah membuat aktivitas pinjam-meminjam uang se-
bagai sesuatu yang amat diperlukan untuk mendukung kegiatan
pertumbuhan ekonomi dan untuk meringankan taraf hidup ke-
hidupan. Dengan itu mereka mengambil jalan alternatif untuk
mendapatkan uang yaitu dengan cara “Menggadai”.

Praktek gadai yang berlangsung di Kp.Cikerenda Desa
Pabuaran kecamatan Pabuaran ini dikenal dengan istilah “Gade”,
istilah gade ini menurut masyarakat Kampung Cikerenda yaitu
gadai. tetapi dalam pelaksanaan praktek gadai sawah di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran ini
menggunakan gadai yang tidak adanya batasan waktu, mereka
(rahin) membiarkan sawahnya di gadaikan kepada murtahin
sampai mereka (rahin) mempunyai uang untuk membayar
utangnya. Begitupun penerima gadai (murtahin) akan mengem-
balikan sawahnya sampai si pegadai itu membayar utangnya.

Adapun proses gadai yang dilakuakan oleh masyarakat
Kp.Cikerenda yaitu biasanya mereka menggadaikan sawahnya
kepada saudara-saudara ataupun kepada orang Yyang
berkecukupan di kampung tersebut, maupun kepada tetangga
terdekat, dengan waktu pengembalian yang tidak ditentukan.

Prosesnya pun dilakukan dengan sederhana yaitu dengan da-

® Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana,
2010), h.266.



tangnya rahin yang hendak menggadaikan sawahnya ke rumah
murtahin yang ingin memberi pinjaman uang, dengan waktu
pengembalian tidak ditentukan. Dalam proses gadai tersebut
kedua belah pihak tidak mendatangkan saksi kerena antara peng-
gadai (rahn) dan penerima gadai (murtahin) sudah saling
percaya, sedangkan menurut penjelasan dari surat al-Bagarah ayat
283 ketika melakukan perjanjian harus didatangkannya saksi.’
Hak penanaman sawah dan penggarapan sawahpun berada di-
tangan penerima gadai (pemberi hutang), selama sawah itu be-
rada ditangan penerima gadai. Serta hasil panen yang melimpah
pun menjadi hak penerima gadai, walaupun hasil keuntungan
menggarap sawah itu lebih besar dari jumlah uang yang dipin-
jamnya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun si penggadai
belum bisa melunasinya. Selama rahn belum bisa membayar hu-
tangnya maka seluruh hasil dari sawah tersebut berada ditangan
murtahin.

Adapun kalimat akad ketika proses akad ijab Kabul dil-
akukan secara lisan oleh pelaku gadai di Kp.Cikerenda yaitu:
“Saya mau menggadaikan sawah saya di daerah cibutuh beruku-
ran 500 meter dengan harga Rp.10.000.000,. kepada anda, jika
saya sudah mempunyai uang saya akan menebus kembali sawah
tersebut” setelah pihak penerima gadai menerima gadaian terse-
but, kemudian penerima gadai langsung memberikan uang yang

diminta oleh penggadai. Ketika berlangsungnya akad ijab Kabul

% Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2020),
h. 161.



tersebut pihak penggadai tidak menerima atau memegang barang
jaminan tersebut karena pihak penggadai tidak memberikan surat-
surat penting dari tanah sawah tersebut.

Menurut pandangan hukum islam, praktek gadai yang ada
dan yang telah terjadi di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran, Kecama-
tan Pabuaran ini dilihat dari segi subyek yang melangsungkan
agad, telah dipandang sah dan benar. Karena akad yang akan dil-
akukan oleh penggadai dan penerima gadai telah memenuhi
syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut kaidah syari’at is-
lam, yang mana rahin ialah orang yang berakal sehat, mampu da-
lam melakukan tindakan hukum, dan telah aqil baligh.*® Namun
di dalam penerapan praktek gadai sawah tanpa batasan waktu di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran ini dilakukan
tanpa memperhatikan hukum Islam. Dimana hal ini dibuktikan
ketika masyarakat kampung cikerenda memerlukan uang dalam
jumlah yang banyak mereka terpaksa menggadaikan sawahnya.
Dan pada saat melangsungkan praktek gadai mereka tidak
mendatangkan saksi dan juga dalam akad gadainya pun tidak
jelas karena tidak menjelaskan kapan batas waktu gadai tersebut.

Menurut DSN-MUI No0.25/DSN/MUI/IN1/2002 praktek
gadai hukum nya dibolehkan asalkan tidak keluar dari ketentuan
yang ada. Namun, praktek gadai sawah yang dilakukan oleh
masyarakat Kp.Cikerenda tanpa batasan waktu tertentu ada ker-

ancuan dalam praktek gadai sawah tersebut karena adanya ketid-

1% Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana,
2010), h.267.



ak sesuaian dalam ketentuan utang yang tidak memberikan batas
waktu pelunasan utang tersebut sehingga utang tersebut tidak
jelas. Sedangkan menurut ketentuan DSN-MUI utang harus jelas
kuantitas, kualitas dan juga waktunya.

Selain itu adanya unsur keterpaksaan dalam praketk gadai
ini karena pada saat penggadai (rahn) melaksanakan transaksi
gadai, mau tidak mau rahn harus rela memberikan sawahnya (ba-
rang jaminan) yang telah digadaikannya kepada murtahin. Dan
hasil serta pemanfaatannya juga dimiliki oleh penerima gadai
(murtahin) tanpa batasan waktu yang ditentukan. Islam
mengajarkan bahwasannya dalam bermuamalah, harus dilakukan
atas dasar sukarela atau atas dasar suka sama suka tidak adanya
unsur paksaan dan yang terpenting ialah jangan sampai dalam
pelaksanaan gadai ini salah satu pihak mengambil kesempatan
dalam kesempitan. Dalam pelaksanaan gadai harus memelihara
nilai-nilai keadilan, karena prinsip keadilan ialah salah satu prin-
sip yang ada didalam bermuamalah, yang mana terpenuhnya
nilai-nilai keadailan antara pihak yang melakukan akad muama-
lah.**

Dalam penelitian ini penulis sudah mewawancarai beberapa
masyarakat Kp.Cikerenda yaitu Bapak H. Rohman, beliau meru-
pakan tokoh masyarakat kampung Cikerenda dan sekaligus
masyarakat yang sedang melakukan praktek gadai tanpa adanya

batasan waktu tertentu atau bisa disebut dengan rahin. Bapak

1 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 11.



H.Rohman ini telah menggadaikan sawah nya kepada salah satu
masyarakat kampung Cikerenda yang bernama Janawiah (murta-
hin). Beliau menggadaikan sawahnya karena faktor yang
mendesak, yaitu membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit
anaknya, beliau menggadaikan sawah senilai Rp. 10.000.000,.
dan tanpa adanya batas waktu kapan sawah itu harus diganti.
Bapak ini sudah menggadaikan sawahnya sejak tahun 2020 dan
ujar beliau sampai saat ini beliau belum bisa membayarkan
utangnya kepada si pemberi utang, dikarenakan beliau belum
mempunyai uang tersebut. Jadi, apabila pihak yang menggadai
(rahin) itu sudah memiliki uang untuk membayar hutang-
hutangnya kepada penerima gadai (murtahin) maka penerima
gadai atau pemberi utang tersebut akan melepaskan barang yang
digadaikannya.

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Suryati yang juga
pernah melakukan gadai sawah tanpa adanya batasan waktu ter-
tentu, ibu Suryati menggadaikan sawahnya yang berukuran 300
meter kepada penerima gadai tanpa dibatasi waktu dalam berga-
dai tersebut. Praktek gadai sawah tanpa batasan waktu tertentu
juga dilakukan oleh bapak Mamad yang juga menggadaikan
sawahnya yang berukuran 300 meter kepada penerima gadai yang
bernama bapak Juhedi dengan harga Rp.8.000.000,. dengan wak-
tu yang tidak dibatasi.

Praktek gadai tanpa batasan waktu tertentu juga dilakukan

oleh Ibu Ojah yang menggadaikan kebun miliknya tanpa dibatasi
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waktunya, Ibu Ojah menggadaikan kebun nya kepada penerima
gadai seharga Rp.10.000.000,. hak penguasaan dan pemanfaa-
tannya pun berada ditangan penerima gadai sampai lbu Ojah bisa
melunasi utangnya.

Begitupun yang dilakukan oleh bapak Anshor yang meru-
pakan masyarakat di Kp.Cikerenda yang menggadaikan 2 petak
tanah sawahnya yang berukuran 500 meter dengan harga
Rp.10.000.000,. sampai waktu yang tidak ditentukan, hak pem-
anfaatan dan penguasaannya pun berada ditangan penerima gadai.

Selain itu penulis juga mewawancarai pihak penerima gadai
yaitu Ibu Janawiah yang menguasai dan memanfaatkan barang
jaminan tersebut. Menurut Ibu Janawiah menerima gadaian sema-
ta-mata membantu pihak penggadai yang membutuhkan uang
yang terdesak. Oleh karena itu pihak penerima gadai tidak mem-
batasi kapan pihak penggadai harus melunasi utangnya. lbu
Janawiah merasa tidak enak jika membatasi kapan utang tersebut
harus dilunasi atau dibayar.*?

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pandangan
Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai
Tanpa Batasan Waktu Tertentu (Studi Kasus Di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran
Kab.Serang Banten)” , yang mana pokok permasalahan dalam

penelitian ini ialah Bagaimana Praktek Gadai Sawah Tanpa

!2 Hasil wawancara masyarakat Kp.Cikerenda yang melakukan prak-
tek gadai sawah tanpa batasan waktu tertentu
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Batasan Waktu Tertentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran?, Apa Faktor
Penyebab Terjadinya Praktek Gadai Sawah tanpa Batasan Waktu
terntentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran?,
Apa Dampak Positif dan Negatif dari Praktek Gadai Sawah tanpa
Batasan Waktu Tertentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Keca-
matan Pabuaran?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu
Tertentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan
Pabuaran?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran?

C. Fokus Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas maka fokus penelitian
ialah Praktik Gadai Tanpa Batasan Waktu di Desa Pabuaran

Kecamatan Pabuaran Kampung Cikerenda.

Adapun subfokusnya yaitu antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai

2. Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu di
Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kp.Cikerenda.
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3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah
Tanpa Batasan Waktu Tertentu di Desa Pabuaran Keca-
matan Pabuaran Kp.Cikerenda.

Fokus dalam penelitian ini ialah praktik gadai yang dil-
akukan oleh masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Pabu-
aran Kampung Cikerenda RT/RW 001/001. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif ialah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh
melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya,
yang bertujuan untuk menggunakan peneliti sendiri sebagai
alat utama untuk mengumpulkan data dari lingkungan alam
dan mengungkapkan gejala dalam konteks keseluruhan.*®

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arahan yang

sesuai dengan penelitian berdasarkan permasalahan yang di-

ajukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek gadai sawah tanpa batasan
waktu tertentu di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecama-
tan Pabuaran.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Tertentu di

Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran.

13 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan
Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8
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E. Manfaat Penelitian

Selain itu hasil dari penelitian ini memiliki tiga manfaat yai-

tu; manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi

masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi
dan referensi karya ilmiah dalam rangka tugas mahasiswa
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Sultan
Maulana Hasanudin Banten.

2. Manfaat Praktisi
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada
Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama
di Serang Banten untuk bisa mensosialisasikan transaksi
gadai yang terjadi di Kecamatan Pabuaran Kampung
Cikerenda agar tetap bisa menjadi lebih baik lagi serta
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Agama
Islam.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
serta pengetahuan bagi masyarakat di Indonesia tentang
gadai, serta dapat dijadikan referensi dan informasi dalam

praktik gadai.
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F. Penelitian Terdahulu yang Relavan

Juhaeriah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan
Maulanan Hasanuddin Banten (2018) dalam skripsinya yang
berjudul* “Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas
Tanpa Batasan Waktu Menurut Hukum Islam (Studi di Desa
Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tange-
rang)”. Praktik menggadaikan sawah dengan emas sudah
menjadi tradisi masyarakat sekitar menggadaikan sawah
dengan emas di Desa Kesambi Dalam, Kecamatan Mekaba-
ru, Kabupaten Tangerang. Masa pengembalian emas tidak
ditentukan, bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Tradi-
si yang ada di Desa Kosambi, Kecamatan Dalam Mekar Ba-
ru, Kabupaten Tangerang, dalam bentuk pinjaman apapun,
baik gadai maupun pinjaman murni tanpa agunan, murtahin
memberikan pinjaman sejumlah nilai harga emas.”

Kesamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama
mempelajari bidang gadai menurut hukum Islam. Sedangkan
perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah
skripsi ini membahas tentang gadai sawah dengan emas di
Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten
Tangerang, sedangkan penelitian yang akan saya pelajari
hanya membahas tentang praktek gadai sawah tanpa batasan

waktu.

1% Juhaeriah, Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas
Waktu Menurut Hukum Islam, Serang Banten, 2018, h. 5-6.
15 Juhaeriah, Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas, h. 5-6.
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Nina Amanah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN
Walisongo Semarang (2017) dalam skripsinya yang berjudul
“Tinjauan Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa
Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. Dalam
pelaksanaan akad gadai masyarakat Desa Sindangjaya itu bi-
asanya dilakukan antar perorangan. Selain itu, prosedur gadai
sawah yang petani lakukan tidak mengacu pada ketentuan
tertentu, baik hukum perkara maupun hukum Islam. Sebuah
budaya muncul dalam masyarakat yang telah dipraktikkan
secara turun-temurun merupakan salah satu tata cara yang
dipelihara oleh masyarakat setempat. Selain itu ada beberapa
permasalahan/ hambatan dalam gadai tersebut, yaitu pemba-
gian hasil dari pemanfaatan benda atau barang jaminan, yang
mana semua keuntungannya diambil oleh pihak penerima
gadai, yang artinya dimana keuntungan ataupun hasil dari
pengelolaan sawah tidak ada pembagiannya. Hal ini dikare-
nakan pihak penerima gadai mengatakan bahwa segala biaya
dan pemeliharaan dalam proses penggunaan tanahnya dil-
akukan oleh pihak pemberi gadai, sehingga pemberi pin-
jaman tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.™

Kesamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama
mempelajari bidang gadai menurut hukum islam. Sedangkan

perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah

'® Nina Amanah, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai
Sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, Semarang,
2017, h. 61-69.
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skripsi ini hanya membahas tinjauan hukum islam terhadap
praktek gadai sawah saja, sedangkan penelitian yang akan
saya teliti membahas tentang praktek gadai sawah tanpa ba-
tas waktu, dan metode penelitian yang saya gunakan selain
menggunakan  metode  penelitian  kualitatif ~ juga
menggunakan metode penelitian hukum dogmatis.

Umi Kulsum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN
Sultan Maulanan Hasanuddin Banten (2020) dalam
skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Adat yang diga-
daikan Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kosambi Dalam
Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang)”. Sesuali
dengan penjelasan skripsi ini, praktek gadai masyarakat Desa
Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tange-
rang mensyaratkan barang yang digadaikan harus sama
nilainya dengan utang yang dipinjamnya. Jika rahn tidak
mampu membayar utang kepada murtahin, maka barang
gadai (marhun bih) digadaikan lagi oleh murtahin tanpa
sepengetahuan rahn. Adapun perjanjian yang dilakukan
kedua belah pihak tidak menuliskan perjanjian yang telah
dibuat, mereka hanya mengatakannya secara lisan.'’

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama memba-

has tentang gadai menurut hukum islam dan hukum positif,

" Umi Kulsum, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Praktek Gadai Adat yang digadaikan Lagi (Studi Kasus Gadai Adat Desa Kos-
ambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, Serang Banten,
2020, h. 7
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adapun perbedaan dari penelitian ini ialah dalam skripsi ini
peneliti membahas tentang praktek gadai adat menurut
hukum islam dan juga hukum positif di Desa Kosambi
Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, dan pada
penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan kuali-
tatif. Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu meneliti ten-
tang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah
tanpa Batas Waktu, dan metode penelitian yang saya teliti
selain menggunakan metode penelitian kualitatif juga
menggunakan metode penelitian hukum dogmatis.
Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa ar-rahn berarti tetap dan lestari, disebut
juga al-habsu, yang berarti penahanan. Begitu juga jika
dikatakan “ni'matun rohmah” artinya: karunia yang tetap dan
lestari. Ar-rahnu juga berarti al-tsabut dan al-habs, yang be-
rarti penetapan dan penahanan. Dijelaskan pula bahwa Rahn
terkurung atau terjerat. Menurut M.A. Tihami, rahn secara
syara' yaitu menjadikan penguasaan terhadap suatu harta
benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang
itu terjamin pemenuhan pembayarannya apabila terjadi kesu-
litan dalam pembayarannya.'®

Istilah Rahn dalam bahasa Arab berarti tsubut (tetap) dan
dawam (kekal terus menerus). Makna lain rahn yang

dikemukakkan dalam Al-Qur’an adalah habs yang berarti

18 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, h. 159.
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menahan (QS. Al-Muddatsir [74]: 38). Jika dianalisis, makna
yang pertama lebih mendekati dengan makna yang terkan-
dung dalam Al-Qur’an, karena sesuatu dikatakan tertahan bi-
la bersifat tetap ditempatnya. Secara istilah, rahn ialah men-
jadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu di-
lunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak
dapat mengembalikannya.*®

Ulama Madzhab Maliki, mendefiniskan rahn dengan
“harta yang diciptakan oleh pemiliknya digunakan sebagai
jaminan untuk hutang yang mengikat”, di sisi lain, mazhab
Hanafi mengartikann rahn sebagai “barang jaminan sebagai
hak (piutang) yang dapat digunakan untuk membayar hak-
hak tersebut, baik itu Semua atau sebagian”. Madzhab Syafi’l
dan Hambali mendefinisikan rahn sebagai perjanjian untuk
menghasilkan bahan (barang) sebagai jaminan pelunasan
utang, jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hu-
tangnya, maka barang jaminanlah yang dapat digunakan un-
tuk pelunasan.?

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai
mempunyai ciri-ciri yaitu: gadai digadaikan dengan barang
bergerak; gadai harus dipindahkan dari milik pegadaian;
memberikan hak kepada kreditur untuk melunasi utangnya

sebelum jatuh tempo, Komitmen kepada kreditur hak untuk

¥ Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,

(Jakarta: Kencana, 2019), h. 103.

?% Wasilatur Rohmaniyah, Figih Muamalah Kontemporer, (Bandung:

Duta Media Publishing, 2019), h. 151.
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membayar utang sendiri. Jadi, pengertian gadai dalam bahasa
hukum disebut agunan, agunan, puing, cadangan, dan di-
tangguhkan.

Meminta pinjaman itu hukumnya mubah, sebagaimana
telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-
Muddatsir ayat 38, surat Al-Bagarah ayat 283, serta penjela-
san dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

By EnSG B A
“Tiap-tiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah di-

perbuatnya (QS.AL-Muddatsir:38).%

a,E P
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak mem-peroleh seorang penu-
lis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di-
percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hen-
daklah ia bertakwa kepada Al-lah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan ba-

rangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

2! Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, h. 160.
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adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Bagarah :
283).%

Hal ini dijelaskan dalam surat al-Bagarah: 283 untuk
memperkuat akad hutang, hal ini dapat dibuktikan secara ter-
tulis dengan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan
dua orang saksi perempuan.?

Dalam riwayat-riwayat hadits, Aisyah pernah mencer-
itakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi Wa Sallam
pernah membeli (dengan menghutang) dari orang yahudi
suatu makanan, kemudian Rasulullah SAW memberikan baju
besinya sebagai barang gadai (HR. Bukhari). Hadits yang
berupa tindakan atau perbuatan Rasulullah SAW ini juga
diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Riwayat hadits
jelas menunjukkan bahwa akad gadai adalah akad yang di-
perbolehkan berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW sendiri
dimana beliau pernah menggadaikan baju perangnya yang
terbuat dari besi. Seiring berkembanngnya aneka jenis
keperluan manusia serta berkembangnya zaman, saat ini
bukan hanya pakaian saja yang dijadikan barang jaminan
atau yang bisa digadaikan, tapi semua jenis harta benda bisa
digadaikan sebagaimana yang dilakukan warga di kampung

Cikerenda.

22 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Figiih Muamalat, (Jakarta: Kencana,

2010), h. 266.

2% Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, h. 161.
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Hadits Riwayat Aisyah R.A ia berkata:

s 3 B A5 LD
“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang
Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu
beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR.
Bukhori dan Muslim).

Kebolehan praktik gadai telah disepakati oleh para ula-
ma. Para ulama tidak memperselisihkan menganai kebole-
hannya, demikian pula landasan hukumnya, Jumhur ber-
pendapat disyariatkannya ada waktu tidak berpergian dan
waktu berpergian, pendapat tersebut berlandasan pada per-
buatan Nabi Muhammad SAW terhadap orang Yahudi di
Madinah.?*

Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya membahas secara rinci
langkah-langkah yang harus diambil ketika melakukan
penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan cara mewa-
wancarai salah satu masyarakat di Kecamatan Pabuaran
Kampung Cikerenda, yang disebut dengan metode penelitian
kualitatif.

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian

lapangan (Field Research), dalam penelitian ini merupa-

24 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, h. 161.
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kan kegiatan observasi untuk mengungkap fakta guna

memperoleh data dengan langsung terjun ke lapangan.

penelitian lapangan ialah metode penelitian yang

menekankan pada lapangan sebagai objek penelitian.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

hukum dogmatis yaitu untuk menentukan hafsah dan be-

danya akad menurut hukum islam.” Dogmatik hukum

mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis, dan ber-

bicara hukum dari segi hukum dan problem hukum yang

konkret, aktual, maupun potensial.?®

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kp.Cikerenda Desa Pabuaran

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten.

Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer ialah hasil wawancara kepada
pihak yang bersangkutan dalam praktek gadai di
Kp.Cikerenda Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran.

25 Muhammad Ishom, Metode Riset dan Studi Hukum Di Indonesia,

(Jakarta: Alif, 2020), h. 46-47.

2% Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Nor-

matif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 15.
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Sumber data primer bisa diperoleh dari hasil wa-
wancara, kuisioner, observasi ataupun diskusi.?’

2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari
bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Seperti,
jurnal, skripsi maupun data dari internet (website)

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk dapat melakukan penelitian pada praktek
gadai tanpa batasan waktu ini, diperlukan data sebagai
pedoman dan untuk diolah selama melakukan penelitian
agar diperoleh hasil yang bermanfaat dan menjadi in-
formasi bagi penerimanya. Data primer ialah metode
yang digunakan dalam penelitian ini, dan diperoleh dari
hasil wawancara dengan masyarakat yang bergerak di bi-
dang pegadaiana Kp.Cikerenda metode kualitatif dan
wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini.
a. Observasi
Metode observasi ialah metode pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan langsung ke lapan-
gan. Motede ini dapat melibatkan interaksi lamgsung
dengan manusia yang perilakunya diteliti atau tidak
melilbatkan interaksi langsung.?® Metode observasi

digunakan untuk mengetahui keadaan umum di Kp.

2" Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Pen-
erapannya Dalam Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 73.

*® R.A. Supriyono, Akuntasi Keperilakuan, (Yogyakarta: Gadjah Ma-
da University Press, 2018), h. 50.
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Cikerenda sebagai metode pengamatan ilmiah, secara
umum diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

Metode observasi dipilih karena peneliti berharap
mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, data
tersebut dialami secara langsung oleh seseorang atau
sekelompok orang yang terikat dengan masyarakat
desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran, Kp.Cikerenda.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan
data dengan cara tanya jawab sepihak, dilakukan
secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian
(Ferdinand, 2002). Menurut Babbie (2009), bahwa
dalam penelitian, wawancara dapat berperan sebagai
metode utama, pelengkap atau sebagai Kriterium.
Lebih lanjut disebutkan bahwa metode primer, data
yang diperoleh dari wawancara yaitu data yang utama
untuk menjawab pemasalahan penelitian.?® Metode
ini digunakan peneliti dengan mewawancarai
masyarakat yang mengetahui praktek gadai di Desa
Pabuaran, Kec. Pabuaran kampung Cikerenda kabu-

paten Serang Banten.

?° Syahrir, dkk, Aplikasi Metode SEM-PLS dalam Penngelolaan Sum-
berdaya Pesisir dan Lautan, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), h. 29.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis file ten-
tang subjek yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh
orang lain.*® Oleh karena itu, metode dokumentasi
mengacu pada metode pengumpulan data dengan cara
mencatat data penelitian yang diperoleh.
I. Sistematika Pembahasan
Adanya sistematika pembahasan yaitu untuk mempermu-
dah penulisan dan pembahasan dalam skripsi, berikut meru-
pakan isi dari penelitian ini yaitu:
BAB 1: Berisi tentang pendahuluan, yaitu pengantar proposal
penelitian yang secara keseluruhan terdiri dari latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka
pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB I1: Berisi tentang Kondisi Objektif Lokasi Penelitian:
Sejarah singkat Desa Pabuaran, Kondisi Geografis Desa
Pabuaran, Kondisi Demografis Desa Pabuaran, Kondisi So-
siografi Desa Pabuaran, Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Pabuaran, dan Praktek Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu di
Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kp.Cikerenda.
BAB I1I: Gadai dalam Sistem Ekonomi Syariah berisi ten-
tang: Gadai Sebagai Transaksi Ekonomi Syariah; Pengertian

%% Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis
Data dalam Perspektif Kualitatif, (Sleman: CV. Budi Utama), h. 52



26

Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun serta Syarat Gadai, dan
Gadai Sebagai Piutang dan Pembiayaan dalam Ekonomi Sya-
riah; Gadai sebagai Piutang dan Gadai sebagai Pembiayaan.
BAB VI: Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran umum
tentang Praktik gadai sawah tanpa batasan waktu tertentu.
BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Yang

memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



